
WALIKOTA PALOPO 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR : 20 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGrGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Nomor 906/3017/Keuda tanggal 28 April 2021 perihal 

Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah Terkait Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (B0P) Pendidikan Kesetaraan pada Dinas 

Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

disebutkan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana 

transfer yang sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan 

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD dengan cara 

tentang Perubahan 

dianggarkan dalam 

menetapkan Peraturan Kepala Daerah 

Penjabaran APBD, untuk selanjutnya 

Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Palopo tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Acaman 

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Acaman yang 

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 888); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401); 

14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021. (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3); 

15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 tahun 2021 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN 

KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 32 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota 

Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang merupakan 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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2. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota 

Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Perangkat 

Daerah Dinas Pendidikan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

3. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Angggaran 2021 yang tidak mengalami 

perubahan dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal II 

(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Palopo. 
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I i Sekretaris Daerah 

2 Asisten Ita 
, . . Kaimg Hukum

4, Kasubag witka unn f r

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 26 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 26 Juli 2021 

WALIKOTA PALOPO, 

FIRMANZA DP 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021 NOMOR 20 
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